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ABSTRAK

Pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia pertama kali dilaksanakan
pada tahun 2004. Sejak pemilu dilaksanakan sudah banyak perkembangan yang
terjadi, salah satunya adalah berkenaan dengan penerapan ambang batas
pencalonan presiden dan wakil presiden (Presidential Threshold). Penerapan
presidential threshold (PT) dibutuhkan untuk memperkuat sistem presidensial,
selain itu adanya PT diharapakan juga untuk bisa menyederhanakan multipartai
yang ada agar pemilu dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Akan tetapi
penerapan presidential thresohold justru dirasa telah mencederai hak konstitusional
beberapa pihak dibuktikan dengan banyaknya permohonan pengujian di Mahkamah
Konstitusi (MK). Setidaknya terdapat kurang lebih 34 permohonan pengujian
dimana 33 permohonan ditolak atau tidak diterima dengan alasan norma yang
diujikan merupakan open legal policy dan satu permohonan terakhir akhirnya
dikabulkan oleh MK. Perubahan pandangan MK atau overruling tersebut memicu
pembahasan mengapa terjadi overruling dan bagaimana perbandingan praktik
overruling MK tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
empirik dengan teori yang digunakan yaitu judicial review, overruling, dan hukum
progresif. Pendekatan yang digunakan adalah perbandingan konseptual yang
membandingkan putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022 dan putusan MK Nomor
62/PUU-XXI1/2024. Sifat penelitan bersifat deskriptif-analitis. Sumber yang
digunakan berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan premier, bahan
sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya, bahan tersier yang
digunakan vyaitu ensiklopedia dan sejenisnya. Teknik pengumpulan bahan yang
diterapkan adalah studi kepustakaan, yang kemudian dikelola secara kualitatif
untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yang diangkat.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa overruling MK terjadi pada dua hal
yakni substansi dan kedudukan hukum pemohon. MK tidak lagi berpandangan
bahwa PT merupakan norma open legal policy yang konstitusional akan tetapi
menjadi norma yang mencederai terhadap rasionalitas, moralitas, dan keadilan yang
tidak bisa ditolerir. Kemudian, jika sebelumya MK berpandangan bahwa
kedudukan hukum yang berhak mengajukan pengujian terhadap PT hanya bagi
partai politik atau perorangan yang didukung oleh partai politik untuk mencalonkan
diri beralih pada perorangan berhak untuk mengajukan pengujian. Hal itu yang
memicu perubahan hasil berbeda pada putusan 73/2022 dan 62/2024, dua putusan
tersebut sama-sama diterima dalam hal kewenangan MK dan kedudukan para
pemohon, namun pokok permohonan putusan 73/2022 ditolak oleh MK dengan
alasan  presidential  threshold memperkuat sistem presidensial dan
menyederhanakan partai politik sedangkan putusan 62/2024 MK mengabulkan
dengan alasan norma yang diuji telah melanggar rasionalitas, moralitas, dan
ketidakadilan yang dapat ditolerir.

Kata Kunci: overruling, Mahkamah Konstitusi, Perbandingan putusan



ABSTRACT

The election of the President and Vice President in Indonesia was conducted
for the first time in 2004. Since the implementation of direct elections, numerous
developments have occurred, one of which concerns the application of the
presidential and vice-presidential nomination threshold (presidential threshold).
The implementation of the PT is intended to strengthen the presidential system and,
at the same time, is expected to simplify the existing multiparty system so that
elections can be conducted more effectively and efficiently. However, the
application of the PT has been perceived as infringing upon the constitutional
rights of certain parties, as evidenced by the numerous petitions for judicial review
submitted to the Constitutional Court (MK). At least approximately 34 petitions
have been filed, of which 33 were rejected or declared inadmissible on the grounds
that the challenged norm constituted an open legal policy, while the most recent
petition was ultimately granted by the Court. This shift in the Constitutional Court’s
perspective, or overruling, has triggered discussions concerning a comparative
analysis of the Court’s overruling.

The method employed in this study is normative legal research, drawing
upon the theories of judicial review, overruling, and progressive law. The approach
adopted is a conceptual comparative analysis that examines Constitutional Court
Decision Number 73/PUU-XX/2022 and Constitutional Court Decision Number
62/PUU-XXI1/2024. This research is descriptive-analytical in nature. The sources
of legal materials consist of primary materials in the form of statutory regulations;
secondary materials, including books, journals, and other scholarly works; and
tertiary materials, such as encyclopedias and similar references. The technique for
collecting legal materials is a literature review, which is subsequently analyzed
qualitatively in order to address the formulated research questions.

The findings of this study indicate that the Constitutional Court’s overruling
occurred in two aspects, namely the substance of the norm and the legal standing
of the petitioners. The Court no longer considers the PT to be a constitutional norm
falling within the category of open legal policy; instead, it is viewed as a norm that
violates rationality, morality, and justice to an intolerable degree. Furthermore,
whereas the Court previously held that only political parties or individuals
supported by political parties in nominating candidates had legal standing to
challenge the PT, it has now shifted to the view that individual citizens also have
the right to submit such petitions. These changes account for the differing outcomes
in Decisions Number 73/2022 and 62/2024. In both decisions, the Court accepted
its jurisdiction and acknowledged the legal standing of the petitioners. However, in
Decision Number 73/PUU-XX/2022, the petition was rejected on the grounds that
the presidential threshold strengthens the presidential system and simplifies the
party system. By contrast, in Decision Number 62/2024, the Court granted the
petition, reasoning that the challenged norm violated rationality, morality, and
justice beyond tolerable limits.

Keywords: overruling, Constitutional Court, comparison of decisions
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi pancasila.
Rakyat menjadi pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan.
Salah satu indikator implementasi demokrasi terejawantahkan dalam
pemilihan umum (pemilu), untuk memilih siapa yang akan menjadi wakil
rakyat dalam pemerintahan. Para wakil terpilih akan menjadi representasi

rakyat dalam menentukan kebijakan yang akan dijalankan negara.*

Pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia dilakukan untuk
pertama kalinya pada tahun 2004. Sebelumnya pemilihan presiden dan wakil
presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), manjadi
mandataris MPR. Kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan
secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan terpisah antara pemilihan
eksekutif dengan pemilihan anggota legislatif. Pemilihan legislatif, yaitu DPR,
DPD, dan DPRD dipilih terlebih dahulu lalu kemudian pemilihan presiden.
Artinya partai politik sudah mendapatkan suara dari pemilihan legislatif jauh

sebelum dilakukan pemilihan presiden. Selanjutnya suara tersebut dijadikan

! Adjie Hari Setiawan, “Politk Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017,” JAPHTN-HAN 2, no. 1 (31 Januari 2023): him: 172.



penilaian ambang batas partai politik dapat mencalonkan presiden dan wakil

presiden yang biasa disebut Presidential Trheshold.?

Presidential Threshold (PT) merupakan ambang batas pencalonan
presiden dan wakil presiden dari suatu partai atau koalisi partai. Penerapan PT
didasari atas kekhawatiran sedikitnya dukungan terhadap presiden dan wakil
presiden sebagai lembaga eksekutif dari lembaga legislatif yakni DPR,
sehingga dapat mengakibatkan lemahnya sistem presidensil dan berujung pada
pemerintahan yang tidak efektif. Maka PT diharapkan menjadi modal awal

bagi pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan.®

Dasar penerapan PT untuk pertama kalinya yaitu Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Pada Pasal 5 ayat (4) mengamanatkan bahwa presiden dan wakil presiden dapat
diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh
minimal 15% kursi di DPR atau 20% suara sah secara nasional dari hasil
pemilu legislatif sebelumnya. Kemudian pada pemilu 2009 PT mengalami
perubahan melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden yaitu menjadi 20% kursi DPR atau 25%

2 Sulistiawati Hadan, abdurrahim, dkk., “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden,” Jurnal IImu Hukum Aktualita 1, no. 2 (2024): him: 91-92.

3 Sultoni Fikri dkk., “Problematika Konstitusionalitas Presidential Threshold di Indonesia,”
Jurnal Hukum Positum 7, no. 1 (2022): him: 3,
https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/6643/3334.



suara sah secara nasional, namun pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden

masih terpisah.*

Besaran PT hingga pemilu tahun 2024 masih sama, namun dasar
hukum yang dipakai berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu. Akan tetapi yang menjadi perdebatan kemudian adalah terkait
pemilihan eksekutif dan legislatif tidak lagi terpisah melainkan serentak yang
dilakukan pertama kali pada pemilu tahun 2019. Sejak saat itulah mencul
berbagai perdebatan dari beberapa golongan. Dan banyak pihak baik individu
maupun kelompok yang melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi

(MK) terkait PT.®

Sejak tahun 2022 sampai saat ini PT sudah diajukan permohonan
Judicial review sebanyak 34 kali, 25 permohonan tidak dapat diterima, 2
permohonan ditarik kembali, 5 permohonan ditolak, 1 permohonan dikabulkan
Sebagian, dan 1 permohonan terakhir dikabulkan.® Banyaknya pengajuan
permohonan Judicial Review terhadap PT mengindikasikan bahwa terdapat
permasalahan mendasar dalam pengaturannya. 25 permohonan tidak dapat
diterima menandakan bahwa permohonan tersebut masih cacat secara formil.

MK menilai bahwa terdapat permohonan yang kehilangan objek permohonan,

4 Adjie Hari Setiawan, “Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017,” hlm: 176-177.

5 Aditya Andela Pratama dkk., “Revitalisasi Konstitusional Berbasis Pancasila Dalam
Penghapusan Presidential Threshold,” Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 5, no. 1 (25 April 2025):
him: 81.

6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XX11/2024.



pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, serta permohonan pemohon tidak

beralasan menurut hukum.

Kemudian dua permohonan ditarik kembali yaitu permohonan
dengan Nomor 35/PUU-XVII1/2020 yang dimohonkan oleh Ki Gendeng
Pamungkas dan permohonan Nomor 16/PUU-XX/2022 yang dimohonkan oleh
Jaya Suparna. Karena dua permohonan tersebut ditarik kembali sebelum
dilakukannya pemeriksaan persidangan, artinya proses persidangan belum
sampai pada pemeriksaan persidang atau penilaian MK terhadap pokok
permohonan pemohon belum dilakukan. Sehingga belum diketahui bagaimana

penilaian MK terkait pokok permohonan pemohon.

Selanjutnya satu permohonan dikabulkan sebagian, Yyaitu
permohonan dengan Nomor 53/PUU-XV/2017. Permohonan dalam putusan ini
terdapat dua pasal yang diujikan yaitu Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal
222. MK menilai permohonan yang berkaitan dengan Pasal 173 beralasan
menurut hukum sedangkan yang berkenaan dengan Pasal 222 tidak beralasan
menurut hukum. Artinya permohonan ini dikabulkan hanya bagian yang

menyangkut Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) namun tidak dengan Pasal 222.

Lima permohonan ditolak yaitu permohonan dengan Nomor
59/PUU XV/2017, Nomor 49/PUU XVI1/2018, Nomor 54/PUU XV1/2018,
Nomor 52/PUU XX/2022, dan Nomor 73/PUU XX/2022. Dalil yang
dinyatakan para pemohon dalam permohonan di atas tidak ada yang mampu

merubah pendirian MK untuk mengubah ataupun menghapus Pasal 222. MK



tetap pada pendiriannya bahwa Pasal 222 termasuk pada kebijakan terbuka dan
juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD
1945). Pertimbangan MK pada putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 secara

mutatis mutandis berlaku pada sebagian permohonan di atas.

Satu permohonan terakhir yang berkaitan dengan Judicial Review
Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
akhirnya dikabulkan oleh MK. Permohonan yang diajukan oleh mahasiswa
UIN Sunan Kalijaga dengan Nomor Permohonan 62/PUU-XXI1/2024
mengakhiri perjuangan para pemohon sebelumnya yang mayoritas ingin
menghapus keberadaan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.
Dalam menilai permohonan tersebut MK mengubah pendiriannya terkait
kebijakan terbuka yang ada dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum. MK menilai bahwa Pasal 222 tersebut
inkonstitusional atau bertentangan dengan semangat Undang-Undang Dasar

Tahun 1945.

Terjadi perbedaan pendirian atau overruling yang dilakukan MK
berkenaan dengan pengujian Pasal 222. Terdapat tujuh permohonan yang
sampai pada sidang pemeriksaan permohonan, lima ditolak, satu dikabulkan
sebagian, dan satu dikabulkan. Satu permohonan dikabulkan sebagian yaitu
permohonan dengan dua Pasal yang diuji, akan tetapi pengujian yang
berkenaan dengan Pasal 222 ditolak oleh MK sehingga dapat dikategorikan
sebagai permohonan yang juga ditolak oleh MK. Artinya terdapat enam

permohonan ditolak dan satu dikabulkan.



Kemudian, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk
menganalisis bagaimana perbandingan putusan MK Nomor 62/PUU-
XX11/2024 sebagai putusan yang dikabulkan oleh MK dan putusan MK Nomor
73/PUU-XX/2022 sebagai putusan yang ditolak. Perbandingan tersebut guna
memahami apa yang menyebabkan MK merubah pandangannya terkait PT.
Penulis memilih putusan 73/PUU-XX/2022 sebagai putusan yang ditolak
didasarkan pada beberapa alasan. Putusan 73/PUU-XX/2022 adalah putusan
terakhir sebelum terjadi perubahan pendirian dari MK. Selain itu, kondisi
social politik pada saat dikeluarkannya putusan 73/PUU-XX/2022 tidak terlalu

jauh berbeda dibanding dengan putusan 62/PUU-XXI11/2024.

Uraian yang telah dijabarkan penulis menjadi alasan penting
mengapa penulis menilai penting untuk membandingkan perbedaan pendirian
MK pada putusan 62/PUU-XXI1/2024 dan putusan 73/PUU-XX/2022.
Sehingga penulis akan menyusun skripsi dengan judul “Overruling Mahkamah
Konstitusi: Kajian Perbandingan Putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022 dan

Putusan MK Nomor 62/PUU-XXI1/2024".

B. Rumusan Masalah
Penjelasan pada latar belakang menjadi awal mula penulis untuk mengangkat
suatu permasalahan yang akan dikaji. Berikut adalah rumusan masalah yang

akan dikaji:



1. Bagaimana praktik overruling Mahkamah Konstitusi dalam putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXI11/2024?

2. Bagaimana perbandingan pertimbangan hukum hakim Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022 dan Putusan

MK Nomor 62/PUU-XXI11/2024?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang tertera di atas, baik latar belakang ataupun

rumusan masalah maka penulis memiliki tujuan penelitian berupa:

a. Untuk menjelaskan bagaimana praktik overruling Mahkamah
Konstitusi khusunya dalam Putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022
dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XXI11/2024.

b. Untuk mengkaji dan menjelaskan perbandingan penilaian
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-
XX11/2024 dan Putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna setidaknya atau sekurang-kurangnya

dalam dua aspek, yaitu:

a. Aspek Teoritis
Berguna dalam pengembangan pengetahuan ilmu hukum di bidang
tata negara yang berkenaan dengan kewenangan MK dalam

mengadili dan memutus suatu perkara perundang-undangan. Selain



itu, berguna untuk memperkaya literatur berkaitan dengan
perkembangan hukum melalui kelembagaan MK.

b. Aspek Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi
para hakim konstitusi khususnya dan akademisi hukum pada
umumnya berkenaan dengan pengujian peraturan perundang-
undangan agar tetap mengedepankan hak-hak yang dimiliki oleh

rakyat.

D. Telaah Pustaka
Telaah pustaka berguna untuk membandingkan antara penelitian yang
dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Perbandingan dilakukan
guna mengidentifikasi bahwa tidak ada kesamaan penelitian yang dilakukan
penulis dengan penelitian yang lain. Berikut adalah penjelasan penelitian-

penelitian terdahulu yang relevan.

Anrtikel jurnal yang berjudul Overruling Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Terkait Isu Korupsi. Penelitian ditulis oleh tiga orang yaitu Ninon
Malatyugra, Umbu Rauta, dan Indirani Wauran.” Fokus pembahasan yang
diangkat berkenaan dengan overruling MK terkait kasus korupsi, khususnya

perkara status Komisi Pemberantas Korupsi dan pemaknaan frasa “dapat

" Ninon Malatyugra, Umbu Rauta, dan Indirani Wauran, “Overruling Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Terkait Isu Korupsi,” Jurnal Konstitusi 18, no. 2 (2 November 2021).



merugikan keuangan negara” yang terkandung dalam Undang-Undang Tindak
Pidana Korupsi. Hasil yang didapatkan berupa, dua putusan yang berbeda
pendirian dalam penelitian tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, meski
penelitian tersebut menyebutkan bahwa penalaran hukum pada perkara yang
kedua kurang memadai. Perbedaan penelitian penulis dengan karya di atas
terdapat pada objek yang dikritisi, yaitu kasus korupsi dengan ambang batas

pencalonan presiden dan wakil presiden.

Artikel jurnal yang ditulis Sulistiawati Hadan, Abdurrahim, dan
Mohamad Safrin, dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 Terkait Ambang Batas Pencalonan
Presiden dan wakil presiden.® Objek kajian dalam tulisan tersebut adalah putusan
perkara Nomor 73/PUU-XX/2022 terkait ambang batas pencalonan presiden dan
wakil presiden. Tulisan tersebut menganalisi bagaimana pertimbangan hakim
yang termuat dalam putusan a quo, kemudian sudah sejalan dengan prinsip
demokrasi atau malah sebaliknya. Hasil yang diperoleh bahwa pasal yang
dimohonkan pengajuan yaitu Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
bertentangan dengan UUD 1945, meskipun hasil pertimbangan MK menyatakan
menolak permohonan pemohon dengan pertimbangan bahwa pasal a quo open

legal policy. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah objek kajian penulis

8 Sulistiawati Hadan, Abdurrahim, dkk., “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 73/PUU-XX/2022 Terkait Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden,” Jurnal llmu Hukum Aktualita, 2024.



bukan hanya berfokus pada putusan perkara Nomor 73/PUU-XX/2022 akan

tetapi akan dibandingkan dengan putusan perkara Nomor 62/PUU-XXI11/2024.

Sebuah artikel jurnal dengan judul Analisis Yuridis Tentang
Penghapusan Presidential Threshold dan Dampaknya Terhadap Sistem
Pemilihan Presiden Republik Indonesia (Studi Kasus; Putusan MK Nomor
62/PUU-XX11/2024) yang ditulis oleh Christine dan Aven.® Christine dan Aven
menganalisi terkait pengahapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil
presiden oleh MK dan dampaknya terhadap sistem pemilu. Hasil yang
ditemukan menunjukkan bahwa penghapusan ambang batas memicu luasnya
akses partai politik dalam pencalonan, meningkatkan kesetaraan antar partai
politik, dan menciptakan sistem demokrasi yang inklusif. Perbedaan dengan
penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah berkenaan dengan objek
penelitian yang bukan hanya bersandar pada satu putusan melainkan terdapat

dua putusan yang akan dibandingkan.

E. Kerangka Teoretik
Karya tulis ini akan memakai tiga teori. Pertama, teori judicial review undang-
undang. Teori ini digunakan untuk menejelaskan terkait konsep dan tujuan
dilakukan judicial review dan dapat menilai apakah praktik overruling MK
sudah sejalan dengan tujuan penerapan judicial review. Kedua, teori overruling,

digunakan untuk menganalisis bagaimana legitimasi dari praktik overruling di

® Thalia Christine dan Ghina Salsabila Aven, “Analisis Yuridis tentang Penghapusan
Presidential Threshold dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Inodnesia
(Studi Kasus: Putusan MK Nomor 62/PUU-XX11/2024),” Jurnal Hukum Lex Generalis 5, no. 8 (18
Agustus 2024).
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MK dan maksud praktik overruling diterapkan. Dua teori di atas untuk
menjawab rumusan masalah pertama. Ketiga teori hukum progresif untuk
menjawab rumusan masalah kedua, dimana digunakan untuk menganalisis
apakah praktik overruling di MK menciptakan hukum yang progresif atau
responsif atau tidak. Tiga teori tersebut menjadi penting digunakan dalam

mengkaji permasalahan yang diangkat oleh penulis.

1. Jucial Review Undang-Undang

Pengujian peraturan perundang-undangan merupakan proses pengujian suatu
peraturan. Dalam Bahasa belanda bisa juga dikatakan toetsingrecht (hak
menguji). Toetsingrecht atau hak pengujian sejatinya dapat dilakukan oleh
lembaga apa saja baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Hak pengujian
yang diberikan kepada lembaga eksekutif dikatakan executive review, hak yang
diberikan kepada lembaga legislatif dikatakan legislative review dan hak
pengujian yang kewenangannya diberikan kepada lembaga yudikatif disebut
judicial review. Di Indonesia kewenangan pengujian peraturan perundang-
undangan diberikan kepada lembaga yudikatif sehingga dikategorikan sebagai

judicial review.°

Jimly menyatakan dalam bukunya sebagaimana dikutip mulyanto
bahwa judicial review tidak dapat disamakan dengan constitusional review

sebab cakupan objek dan siapa yang menguji berbeda antara keduanya. Judicial

10 Meidiana, “Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan oleh Mahkamah
Konstitusi,” Undang: Jurnal Hukum 2, no. 2 (24 Maret 2020): him: 393
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riview hanya mencakup pengujian yang dilakukan oleh lembaga yudikatif,
sedangkan constitusional review pengujian yang kewenangannya dapat
dilakukan bukan hanya lembaga yudikatif, namun bisa dilakukan baik oleh
eksekutif maupun legislatif tergantung aturan yang diterapkan dalam suatu
negara. Selain itu constitusional review memiliki cakupan objek yang lebih luas
karena bukan hanya menguji undang-undang, namun juga peraturan di bawah

undang-undang.!

Pasal 24 UUD Tahun 1945 menjelaskan bahwa dalam hal
kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan diberikan kepada dua
lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi
(MK). MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang. MK berwenang menguji undang-
undang terhadap UUD Tahun 1945.1? Sehingga dalam hal pengujian peraturan

perundang-undangan terdapat dua pintu pengujian yaitu MA dan MK.

Tujuan pengujian peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak
asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Hal itu dapat dilakukan dengan

pengujian peraturan perundang-undangan apa sudah sejalan dengan peraturan

11 Achmad dan Mulyanto, “Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan
(Judicial Review) pada Mahkamah Agung dan mahkamah Konstitusi,” Yustisia 2, no. 1 (2 April
2013): him: 58.

12 pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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di atasnya sampai pada UUD Tahun 1945.2 Selain itu, pengujian peraturan
perundang-undangan dilakukan untuk menilai apakah suatu peraturan

perundang-undangan sudah dapat dikatakan sah atau tidak.'*

2. Overruling

Overruling dalam konteks hukum merupakan tindakan pengadilan untuk
mengubah atau mengganti pendirian yudisial yang telah diambil dalam putusan
sebelumnya, sehingga preseden lama digantikan dengan aturan atau penafsiran
hukum vyang baru. Praktik overruling lazim terjadi ketika pengadilan,
khususnya pada tingkat kasasi atau mahkamah konstitusi, menemukan adanya
kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam putusan terdahulu dengan
perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, atau nilai-nilai konstitusional
yang lebih mutakhir. Dengan demikian, overruling menjadi instrumen penting

dalam menjaga relevansi dan keadilan sistem hukum yang dinamis.

Secara teoritis, overruling didasarkan pada legitimasi legal,
sosiologis, dan moral. Legitimasi legal mengacu pada kewenangan pengadilan
untuk menafsirkan dan menegakkan hukum sesuai dengan konstitusi,
sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.®® Legitimasi

13 Rangga Wijaya, “Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang

Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research 1, no. 1
(30 Maret 2023): him: 25.

14 Riastri Haryani, “Konsepsi dan Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh

Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,” Binamulia Hukum 6, no. 2 (27
Desember 2017): him: 124.

15 Pasal 24C dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.
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sosiologis muncul dari tuntutan agar hukum mampu menjawab dinamika dan
kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Sementara itu, legitimasi moral
menuntut hakim untuk menyatakan hukum secara benar dan adil, terutama
dalam menghadirkan pertimbangan yudisial yang berlandaskan pada kebenaran

konstitusional.®

Dalam praktiknya di Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah beberapa
kali melakukan overruling, misalnya terkait status Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dan pemaknaan frasa “dapat merugikan keuangan negara”
dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pada awalnya, serangkaian
putusan MK menempatkan KPK sebagai lembaga independen, namun
kemudian dalam Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, MK menempatkan KPK
sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif. Perubahan pendirian ini dilakukan
dengan pertimbangan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan interpretasi

hukum dengan perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan masyarakat.

3. Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan suatu pendangan dalam hukum yang melihat
hukum bukan hanya sebagai aturan yang kaku, akan tetapi lebih dari itu dimana
hukum harus mementingkan perubahan sosial dan keadilan substantif. Hukum

harusnya hadir untuk kesejahteraan manusia bukan sebaliknya. Pandangan ini

16 Umbu Rauta dkk., “Legitimasi Praktik Overruling di Mahkamah Konstitusi, Pusat
Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan, Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi” Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW);
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (2018), him: 120-133.
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hadir tidak terlepas dari kegelisahan Profesor Satjipto Rahardjo terkait
persoalan hukum di Indonesia. Hukum yang diharapkan mampu memberikan

kesejahteraan bagi masyarakat akan tetapi fakta yang terjadi tidak sejalan.’

Pada prinsipnya, hukum progresif tidak sepaham dengan aliran
hukum yang memandang hukum sebagai dogma yang hanya berfokus pada
kepastian hukum. Sebab sering kali hukum tertinggal dari perkembangan
kehidupan sosial masyarakat, yang mengakibatkan hukum tidak lagi sejalan
dengan kondisi masyarakat.’® Maka dari itu Rahardjo berpandangan bahwa
seharusnya sebagai suatu negara hukum, semestinya bukan hanya berlandaskan

pada logika hukum semata, melainkan memerlukan kearifan yang lebih luas.®

Selain itu hukum progresif juga berani untuk keluar dari hukum yang
sifatnya mengurung masyarakat akan tetapi hukum haruslah membebaskan dan
memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hukum progresif menekankan
pada kemampuan analisis dan penalaran yang konprehensif terhadap suatu

aturan untuk mengutamakan nilai keadilan bagi masyarakat.?

17 Mardona Siregar, “Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia,”
Muhammadiyah Law Review 8, no. 2 (3 Agustus 2024): him: 2.

18 Noor Rahmad dan Wildan Hafis, “Hukum Progresif dan Relevansinya pada Penalaran
Hukum di Indonesia,” El-4Ali : Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 2 (15 Januari 2021): him: 6.

19 Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif (Penerbit Buku Kompas, 2010), him:
166.

2 Deni Nuryadi, “Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia,” Jurnal IImiah
Hukum DE’JURE: Kajian llmiah Hukum 1, no. 2 (1 Oktober 2016): him: 401.
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F. Metode Penelitian
Penelitian atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah research terdiri dari
kata re yang memiliki arti kembali atau berulang dan kata search yang berarti
mencari, sehingga jika dihubungkan bermakna mencari kembali atau
melakukan pencarian ulang terhadap suatu hal.?! Selain itu penelitian dapat
diartikan juga sebagai suatu langkah untuk menelaah suatu permasalahan dan
mencari jawaban atas permasalahan tersebut dengan menggunakan langkah-
langkah yang sistematis dan terkendali, logis dan selalu berhati-hati, empiris
dan objektif, serta fokus pada permasalahan yang ingin dipecahkan.?> Maka dari
itu, agar penelitian ini dapat fokus pada permasalahan yang disebutkan, penulis

akan menggunakan metode penelitian sebagaimana akan dijelaskan di bawah.
1. Jenis penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum empirik (empirical legal
research), yang berfokus pada analisis kasus hukum berupa putusan sebagai
objek utama. Kajian ini mengeksplorasi ius constitutum meliputi peraturan
perundang-undangan seperti UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Doktrin hukum tata negara
terkait mekanisme judicial review dan overruling juga menjadi landasan

analisis untuk memahami dinamika kewenangan MK. Penekanan pada

21 Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Literasi Media
Publishing, 2015), him: 4.

22 Achmad W R. Willya dan Yulianah, Metodelogi Penelitian Sosial (CV Rey Media
Grafika, 2022), him: 15-16.
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aspek normatif ini memungkinkan identifikasi konsistensi penerapan

prinsip hukum dalam putusan-putusan MK.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan utama yang diadopsi adalah pendekatan perbandingan
(comparative approach), dengan membandingkan konstruksi hukum (legal
construction) antara Putusan No. 62/PUU-XXI1/2024 dan No. 73/PUU-
XX/2022. Fokus perbandingan mencakup analisis ratio decidendi, obiter
dicta, serta pergeseran interpretasi terhadap pasal konstitusi yang sama
dalam kedua putusan. Selain itu, digunakan juga pendekatan konseptual
(conceptual approach) untuk mengevaluasi konsistensi pendirian dalam
pandangan MK. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan
eksplorasi mendalam atas faktor yuridis dan non-yuridis yang memengaruhi

dinamika judicial review.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana aspek deskriptif bertujuan
memetakan fakta hukum secara komprehensif. Tahap ini mencakup paparan
kronologi permohonan judicial review, identifikasi materi muatan
permohonan, serta rekonstruksi pertimbangan hukum dalam kedua putusan.
Aspek analitis berfokus pada evaluasi kritis terhadap koherensi overruling
dengan prinsip kepastian hukum. Analisis ini juga menguji pengaruh faktor

non-yuridis seperti dinamika politik terhadap pergeseran paradigma
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konstitusional. Kombinasi pendekatan ini memungkinkan pemahaman

holistik tentang mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum terdiri dari tiga strata utama yang saling melengkapi

yaitu:

a. Bahan hukum primer mencakup teks otentik Putusan MK No. 62/PUU-
XX11/2024 dan No. 73/PUU-XX/2022, naskah UUD 1945, serta
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan
penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademis seperti buku, jurnal,
karya ilimiah, artikel maupun pendapat para ahli yang relevan dengan
pembahasan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier melibatkan kamus hukum (Black’s Law
Dictionary), ensiklopedia ataupun sumber-sumber yang didapat dari
internet.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan bahan pada penelitian ini
berupa library research (studi kepustakaan) terhadap bahan-bahan yang
ditemukan, baik bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier. Library
research digunakan untuk memperolen data atau informasi melalui

penelusuran leteratur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku,
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jurnal, dan karya ilimiah yang relevan dengan penelitian untuk menemukan

jawaban dari permasalahan yang diangkat.

6. Teknik Pengelolaan dan Analisi Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah didapat baik bahan hukum primer, sekunder,
maupun tersier akan dielaborasi secara komprehensi dengan metode
kualitatif untuk menjawab pokok masalah yang sudah dirumuskan.
Kemudian akan disajikan secara deduktif yaitu kesimpulan diambil dari
pembahasan secara umum dari suatu persoalan menuju pembahasan yang

lebih spesifik, sehingga didapatkan jawaban dari masalah yang dikaji

G. Sistematika Pembahasan
Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Overruling Mahkamah Konstitusi:
Kajian Perbandingan Putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022 dan Putusan MK
Nomor 62/PUU-XX11/2024”, maka sistematika penulisan yang digunakan akan

dibagi dalam beberapa bab secara tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran

umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum tentang Teori Judicial Review

Undang-Undang, Teori Overruling dan Teori Hukum Progresif.
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Bab Ketiga membahas tentang gambaran umum praktik overruling judicial
review di MK terkait Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilu.

Bab Keempat berisikan pemaparan hasil kajian berupa analisa yuridis
perbandingan antara putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022 dan putusan MK

Nomor 62/PUU-XXI11/2022.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan yang
merupakan jawab atas rumusan masalah pada penelitian ini dengan dilengkapi
daftar pustaka dengan tujuan untuk memberikan daftar sumber rujukan dalam

penyusuan skripsi ini.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dan uraian yang telah tertera dalam
pembahasan di bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan dalam beberapa

poin sebagai berikut:

1. Praktik overruling yang terjadi antara Putusan MK Nomor 73/PUU-
XX/2022 dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XXI11/2024 terdapat dalam dua
hal, yaitu
a. Substansi pada permohonan-permohonan sebelumnya MK menilai

bahwa pasal a quo merupakan open legal policy sehingga MK tidak
memiliki kewenangan untuk menilai akan tetapi pandangan tersebut
berubah menjadi, open legal policy yang terjadi dalam pasal a quo telah
melanggar terhadap moralitas, rasionalitas, dan keadilan yang
intolerable.

b. Selainitu, terdapat overruling yang dilakukan MK dalam hal kedudukan
hukum pemohon, dimana sebelumnya yang dapat mengajukan
permohonan dalam pasal terkait adalah partai politik atau calon yang
akan dicalonkan oleh partai politik, kemudian berubah memperbolehkan
perorangan untuk mengajukan permohonan pengujian.

2. Perbandingan pertimbangan hukum antara putusan MK No 73/2022 dan

putusan MK 62/2024 akan diuraikan dalam beberapa poin berikut:
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a. Permohonan 73/2022 dan 62/2024 merupakan permohonan yang
memiliki kesamaan dalam hal ketentuan kewenangan yang dimiliki
MK. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945,
UU Mahkamah Konstitusi, dan UU Kekuasaan Kehakiman yang pada
intinya MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap
UUD Tahun 1945.

b. Kedudukan hukum para pemohon dalam dua permohonan tersebut
memiliki hubungan kausalitas yang berbeda. Para pemohon pada
putusan 73/2022 berada di pihak partai politik peserta pemilu dan orang
yang didukung untuk menjadi calon pada pemilu, sedangkan para
pemohon pada putusan 62/2024 merupakan pemilih dalam pemilu.
Akan tetapi MK menyatakan bahwa kedudukan hukum dari para
pemohon dalam dua permohonan tersebut dapat diterima untuk
mengajukan pengujian di MK.

c. Pokok permohonan 73/2022 ditolak oleh MK dengan alasan bahwa PT
dilaksanakan untuk memperkuat sistem presidensial, menyederhanakan
sistem multipartai, dan tidak didasarkan pada logika pemilu serentak
atau tidak. Sedangkan permohonan 62/2024 diterima dengan alasan
bahwa penerapan PT merupakan ketidakadilan bagi partai politik, tidak
ada pembahasan syarat pencalonan pada saat pembahasan UUD Tahun

1945, mengabaikan semangat Pasal 6A UUD Tahun 1945, mengurangi
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jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan penguatan sistem

presidensial tidak terbukti.

B. Saran
Berdasarkan uraian yang tertera di atas, maka penulis akan memberikan beberapa
saran kepada seluruh komponen negara khususnya Mahkamah Konstitusi sebagai

lembaga peradilan agar menegakkan hukum dan keadilan untuk:.

1. Mahkamah Konstitusi menilai secara komprehensif segala pengujian
permohonan yang dilakukan di MK dan tidak menjadikan Open Legal
Policy dasar bagi MK untuk mengabaikan hak yang dibatasi atas
keberlakuan UU tersebut, sehingga MK tetap menilai apakah norma yang
diatur melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak bisa
ditolerir atau tidak.

2. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam pelaksanaan revisi Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana
tertuang dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXI1/2024 bahwa dapat
melakukan rekayasa konstitusional (constitutional engineering) agar

bedampak positif terhadap praktik demokrasi di Indonesia
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DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan
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